BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
JI. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

Nomor SOP : 22/SOP-Kesbangpol/X/2021
Tgl. Pembuatan : 8 Oktober 2014
Tgl. Revisi : 21 Januari 2021
Tgl. Pengesahan : 25 Januari 2021

Disahkan olch

: Kepala Badan KesbapolProvinsi Banten

SEKRETARIAT (SUBAG KEUANGAN)

Nama SOP

: Laporan Akuntansi Keuangan SKPD

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)

1.

Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan
tentang Keuangan Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah; 2. Menguasai dan memahami Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, khususnya Sub Bagian Keuangan
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 3. Berpendidikan mimimal D3 Ekonomi (Akuntansi, Manajemen
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Keuangan)
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 4 Menguasai dan dapat mengoperasikan Sistem Informasi dan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Komputer
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara vang
Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama
6 Peraturan Dacrah Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
7 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Dacrah Provinsi Banten
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 Seluruh Bidang dan Sckretariat di Badan Kesbangpol 1 PC/Laptop
2 Lintas SKPD 2 Kertas
3 SP2D 3 Map
4 Pengelolaan Barang Milik Negara
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1
2
3
4
Pelaksanaan Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Keterangan
. PPK_ PPK Sekretaris | Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Bag. Akuntansi
I {Pembantu PPK Bagian Akuntansi Menerima SP2D dari BPKAD ) SP2D 30 menit SP2D
L Mulai
2 |Laporan Keuangan (CALK. Neraca, Aset, Realisasi Keuangan) ‘]L ? SIAKU 10 menit | Laporan Keuangan
diparaf oleh PPK : (CALK, Neraca.
I e Aset, Realisasi
% / Keuangan)
(?" |




3 |Laporan Keuangan (CALK, Neraca, Asct, Realisasi Keuangan) : v SIAKU 10 menit | Laporan Keuangan
diparaf oleh Sekretaris (CALK, Neraca,
(R 2 = e —— Aset, Realisasi
| Keuangan)
/z\ |
4  |Laporan Keuangan (CALK. Neraca, Aset, Realisasi Keuangan) T v/ SIAKU 10 menit | Laporan Keuangan
ditandatangani oleh Kepala Badan (CALK, Neraca.
S Aset, Realisasi
Keuangan)
5 |Laporan Keuangan (soft copy dan hard copy) disampaikan ke i Laporan Keuangan 5 menit | Laporan Keuangan |Soft Copy
BPKAD Bagian Akuntansi dan Pelaporan , i dalam bentuk
< +— Sistem
Informasi
Akuntansi
Normal Waktu: 70 menit s.d | hari
Disahkan Oleh:

Kepala Badan Kesbang dan Politik
Provinsi Banten

]
Drs. Ade Arivanto, M.Si
NIP. 19630216 198503 1002



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nomor SOP : 21/Kesbangpol/X/2021

PROVINSI BANTEN Tgl. Pembuatan : 8 Oktober 2014
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B) Tgl. Revisi : 21 Januari 2021
J1. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143 Tgl. Pengesahan : 25 Januari 2021
Disahkan oleh : Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten
SEKRETARIAT (SUBAG KEUANGAN) Nama SOP : SPP UP Menjadi SP2D
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik i Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan tentang
Indonesia Nomor 4010) Keuangan Daerah
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Menguasai dan memahami Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, khususnya Sub Bagian Keuangan
Berpendidikan minimal D3 Ekonomi (Akuntansi, Manajemen

(e

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keuangan)
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4, Menguasai dan dapat mengoperasikan Sistem Informasi dan
Komputer
5  Peraturan Daerah Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
6 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
1 Seluruh Bidang dan Sekretariat di Badan Kesbangpol 1 PC/Laptop
2 Lintas SKPD 2 Kertas
3 Map
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan
1 SPJ tepat waktu jika SPJ tidak tepat waktu UP berikutnya tidak di berikan
2 Apabila Kepala Badan/Pengguna anggaran ada ditempat
3 Apabila pejabat terkait berada di kantor maka pelayanan/ pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu
4 Kelengkapan SPJ harus terpenuhi
Pelaksanaan Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Keterangan
PPTK Kord PPTK PA BP PPK Sekretaris Badan| Pembantu PPK Kelengkapan Waktu Output
1 |PPTK mengajukan permohonan keuangan kepada PA DPAROK,TOR dan | 10 menit |Berkas Pengajuan UP
: SPD

Berkas Pengajuan UP 5 menit | Tandatangan Berkas
Pengajuan UP

2 |Memeriksa Berkas yang akan diajukan kepada PA
dan menandatangani berkas pengajuan

3 |PA menerima berkas dari PPTK untuk disetujui Berkas Pengajuan UP |5 menit Tandatangan Berkas
| Pengajuan UP Oleh
_ PA
4 |SPP dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara V Berkas Pengajuan UP 10 menit | Tandatangan Berkas
Pengeluaran “ ! SPP Oleh BP
|




W

PPK memeriksa berkas pengajuan dari PPTK dan
apabila sudah benar memberikan paraf di SPM

Berkas Pengajuan UP |10 memt PARAF PPK

6 |Sekretaris Badan memberikan Paraf pada SPM yang
akan ditandatangani PA

Berkas Pengajuan UP |3 menit SPM

7 |SPM yang telah ditandatangani oleh PA diberikan
kepada sub bag Keuangan

Berkas Pengajuan UP |3 menit SPM

8  |Staf Bagian Keuanngan menyampaikan berkas SPM
ke BPKAD

Berkas SPM 5 menit SPM

Normal Waktu: 1 jam

"Dy
/""“\ K@;pq -Badan kesbang dan Politik

}m\m;\?amen




BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
JI. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

Nomor SOP : 20/Kesbangpol/X/2021

Tgl. Pembuatan . 8 Oktober 2014

Tgl. Revisi . 21 Januari 2021

Tgl. Pengesahan : 25 Januari 2021

Disahkan oleh - Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten

SEKRETARIAT (SUBAG KEUANGAN)

Nama SOP . SPP GU Menjadi SP2D

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan tentang Keuangan
Daerah
2. Menguasai dan memahami Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik, khususnya Sub Bagian Keuangan
3. Berpendidikan minimal D3 Ekonomi (Akuntansi, Manajemen Keuangan)

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 4. Menguasai dan dapat mengoperasikan Sistem Informasi dan Komputer
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
5 Peraturan Dacrah Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Dacrah Provinsi Banten
6 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Lintas SKPD 1 PC/Laptop
Berkas Di Kirim Ke BPK AD 2 Kertas
3 Map
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
5 5 Pelaksanaan Mutu Baku
Keter:
No Uraian Rerldtan PPKD PA BPKAD Kelengkapan Waktu Output clerangan
Bendahara Pengeluaran membuat SPP GU yang Berkas SPP UP 2 Hari Berkas SPP UP
telah ditandatangani dan diajukan kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Mencrima Berkas SPM UP Berkas SPM UP
berkas dari Bendahara Pengeluaran mencek dan
memeriksa berkas untuk diserahkan ke PPKD
untuk segera dibuatkan SPJ AT
Menerima berkas SPJ dari PPTK yang sudah di , Berkas SPM UP Berkas SPM UP
tanda tangani oleh PPTK dan memasukan berkas :
SPJ ke Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.




Berkas SPP GU yang telah dibuatkan SPJ dan
ditandatangani oleh pimpinan kemudian akan di
serahkan oleh bendahara pengeluaran ke BPKAD

Berkas SPM UP

Berkas SPM UP

BPKAD menerima berkas tersebut dengan
memeriksa kembali kelengkapannya apakah
memenuhi syarat atau tidak

Proses Berkas SPM UP Menjadi
SP2D

Berkas SPM UP
menjadi SP2D

Bendahara Pengeluaran Menerima Kembali

Proses Berkas SPM UP Menjadi

Berkas SPM UP

Berkas yang tidak memenuhi syarat untuk di SPIyang SP2D yang tidak memenuhi syarat menjadi SP?D Tidak
koreksi kembali. Salah - Memenuhi Syarat
i
BPKAD membuatkan SP2D dari berkas yang Proses Berkas SPM UP Menjadi Berkas SPM UP
telah memenuhi syarat. : SP2D menjadi SP2D
‘ Berkas SP2D Berkas SP2D

Bendahara Pengeluaran menerima berkas yang
sudah menjadi SP2D untuk dilakukan pencairan
uang.

Normal Waktu: 2 har

I Disa{lkan Oleh:

- Kepitn Badan Kesbang dan Politik
4 B?’

Banten




